
 

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 

PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 

NOMOR 4 TAHUN 2017 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH 

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR 1 TAHUN 2011 

TENTANG PAJAK DAERAH 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan pemungutan Pajak Daerah 

telah ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan 

Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak 

Daerah; 

b. bahwa Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 

terus berupaya mengoptimalkan sumber pendapatan 

daerah, salah satunya dari sektor Pajak Daerah dengan 

merubah Tarif Pajak Daerah sehingga Peraturan Daerah 

Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah perlu 

dirubah; 

c. bahwa berdasarkan Pasal 4 huruf e angka 3 Peraturan 

Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 

nomenklatur Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan 

dan Asset Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 

berubah menjadi Badan Keuangan Daerah Provinsi 

Kepulauan Bangka Belitung; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu 
menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas 

Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 

Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah; 

 

SALINAN 



 

 

 

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum 

Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3209); 

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang 
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
UndangUndang Nomor 5 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara 
Perpajakan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4953); 

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang 
Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas 
UndangUndang Nomor 19 Tahun 1997 tentang 

Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987); 

4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang 
Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4033); 

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang 
Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4189); 

6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber 
Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4377); 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025); 

8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu 
Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik 



 

 

 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5025); 

9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5049); 

10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5589); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang 

Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak 
Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2000 Nomor 135, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang 

Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif 
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Indonesia 

Nomor 5161); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang 
Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan 

Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh 
Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5179); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang 
Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5950); 

16. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 
Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran 

Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 

2011 Nomor 1 Seri B); 



 

 

 

17. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 

Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 
Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka 

Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka 

Belitung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D); 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  

dan  

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA 

BELITUNG NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK 

DAERAH. 

 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi 

Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2011 tentang 
Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan 

Bangka Belitung Tahun 2011 Nomor 1 Seri B), diubah 

sebagai berikut: 

1. Ketentuan Pasal 1 angka 6, angka 7 dan angka 8, 

diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta 
Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan 

Eksekutif Daerah. 

3. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka 

Belitung. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya 
disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi 

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 



 

 

 

6. Badan adalah Badan Keuangan Daerah Provinsi 

Kepulauan Bangka Belitung. 

7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Keuangan 

Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 

8. Unit Pelaksana Teknis Badan adalah Unit Pelaksana 
Teknis Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan 

Bangka Belitung. 

9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau yang 

merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha 
maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi 

perseroan terbatas, perseroan komanditer, 
perseroan lainnya, badan usaha milik negara 
(BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) 

dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, 
kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, 

perkumpulan, yayasan, organisasi massa, 
organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, 

lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk 

kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 

10. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, 

adalah kontribusi wajib kepada daerah yang 
terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat 

memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan 
tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan 

digunakan untuk keperluan daerah bagi 

sebesarbesarnya kemakmuran rakyat. 

11. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya 

disingkat PKB adalah pajak atas kepemilikan dan/ 

atau penguasaan kendaraan bermotor. 

12. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan 
beroda beserta gandengannya yang digunakan di 

semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh 
peralatan teknik berupa motor atau peralatan 
lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu 

sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak 
kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk 

alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam 
operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak 

melekat secara permanen serta kendaraan bermotor 

yang dioperasikan di air. 

13. Kendaraan Bermotor umum adalah setiap 

kendaraan bermotor yang digunakan untuk 
angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut 

bayaran. 

14. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak 

atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor 
sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan 



 

 

 

sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, 

tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan 

kedalam badan usaha. 

15. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah 
pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan 

bermotor. 

16. Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah semua 
jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan 

untuk kendaraan bermotor. 

17. Pajak Air Permukaan adalah Pajak atas pengambilan 

dan/atau pemanfaatan air permukaan. 

18. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada 
permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik 

yang berada di laut maupun di darat. 

19. Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang 

dipungut oleh Pemerintah. 

20. Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan 

terhadap hasil tembakau berupa sigaret, cerutu, dan 
rokok daun sesuai dengan peraturan 
perundangundangan dibidang cukai, yang dapat 

berupa persentase dari harga dasar (advalorum) 
atau jumlah dalam rupiah untuk setiap batang 

rokok (spesifik) atau penggabungan dari keduanya. 

21. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang 

dapat dikenakan pajak. 

22. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, 
meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan 

pemungut pajak, yang mempunyai hak dan 
kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. 

23. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan 

kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan 
peraturan Kepala Daerah paling lama 3 (tiga) bulan 
kalender, yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk 

menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang 

terutang. 

24. Pajak yang Terutang adalah pajak yang harus 
dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam 

Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

perpajakan daerah. 

25. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai 
dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, 

penentuan besarnya pajak yang terutang sampai 



 

 

 

kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta 

pengawasan penyetorannya. 

26. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang 

selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh 
wajib pajak digunakan untuk melaporkan 
penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek 

pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta 
dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan perpajakan daerah. 

27. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya 

disingkat SKPD, adalah surat yang digunakan untuk 
menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang 

terutang. 

28. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya 
disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau 

penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan 
menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan 

cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran 

yang ditunjuk oleh Kepala Daerah. 

29. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang 

selanjutnya disingkat SKPD KB, adalah surat 
ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah 

pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah 
kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya 

sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih 

harus dibayar. 

30. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar 

Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPD KBT, 
adalah surat ketetapan pajak yang menentukan 

tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan. 

31. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang 

selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat 
ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok 
pajak sama besar-nya dengan jumlah kredit pajak 

atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. 

32. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang 

selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat 
ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan 

pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih 
besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya 

tidak terutang. 

33. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya 
disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan 

tagihan pajak dan/atau sanksi administrastif 

berupa bunga dan/atau denda. 

34. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat 
keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, 



 

 

 

kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam 

penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan 
perundang-undangan perpajakan daerah yang 

terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat 
Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, 
Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat 

Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan 
Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau 

Surat Keputusan Keberatan. 

35. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan 

atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak 
Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang 
Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah 

Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar 
atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh 

pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak. 

36. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan 

pajak atas banding terhadap Surat Keputusan 

Keberatan yang diajukan Wajib Pajak. 

37. Tarif progresif adalah tarif Pajak Kendaraan 

Bermotor dan Kendaraan di Atas Air yang ditetapkan 

didasarkan atas nama dan/atau alamat yang sama. 

38. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang 
dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan 

data dan informasi keuangan yang meliputi harta, 
kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta 
jumlah harga perolehan dan penyerahan barang dan 

jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan 
keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi 

untuk periode Tahun Pajak tersebut. 

39. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan 

menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/ 
atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan 
profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan 

untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban 
perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan 

ketentuan peraturan perundang-undangan 

perpajakan daerah. 

40. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan 
daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan 
oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan 

bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak 
pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi 

serta menemukan tersangkanya. 

41. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang 

pajak dan biaya penagihan pajak. 



 

 

 

42. Juru Sita Pajak adalah pelaksanaan tindakan 

penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika 
dan sekaligus, pemberitahuan surat paksa, 

penyitaan dan penyanderaan. 

43. Penyitaan adalah tindakan juru sita pajak untuk 
menguasai barang penanggung pajak, guna 

dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak 

menurut ketentuan peraturan perundangundangan. 

2. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) diubah dan di antara ayat (2) 
dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a), 

sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 7 

(1) Tarif Pajak Kendaraan Bermotor kepemilikan oleh 

orang pribadi ditetapkan sebagai berikut: 

a. untuk kepemilikan kendaraan bermotor oleh 

orang pribadi pertama sebesar 1,5% (satu koma 

lima persen); 

b. tarif progresif untuk kepemilikan oleh orang 

pribadi sebagai berikut: 

1. kepemilikan kendaraan bermotor kedua 

sebesar 2% (dua persen); 

2. kepemilikan kendaraan bermotor ketiga 

sebesar 2,5% (dua koma lima persen); 

3. kepemilikan kendaraan bermotor keempat 

sebesar 3% (tiga persen); dan 

4. Kepemilikan kendaraan bermotor kelima 

sebesar 3,5% (tiga koma lima persen). 

c. kendaraan bermotor roda dua dikecualikan dari 

tarif progresif. 

(2) Kepemilikan Kendaraan Bermotor didasarkan atas 

nama dan/atau alamat yang sama. 

(2a) Kepemilikan Kendaraan Bermotor oleh badan, tarif 

pajak sebesar 2% (dua persen). 

(3) Tarif Pajak Kendaraan Bermotor Angkutan Umum 

ditetapkan sebesar 1,0% (satu koma nol persen). 

(4) Tarif Pajak Kendaraan Bermotor Ambulans, 

Pemadam Kebakaran, Sosial Keagamaan, Lembaga 
Sosial Keagamaan, Pemerintah, TNI/POLRI, 

Pemerintah Daerah, ditetapkan sebesar 0,5% (nol 

koma lima persen). 



 

 

 

(5) Tarif Pajak Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan 

alat-alat besar ditetapkan sebesar 0,2% (nol koma 

dua persen). 

3. Ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf a diubah, sehingga 

Pasal 15 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 15 

(1) Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 

ditetapkan, sebagai berikut: 

a. penyerahan pertama sebesar 12,5% (dua belas 

koma lima persen); dan 

b. penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1% 

(satu persen). 

(2) Khusus untuk Kendaraan Bermotor alat-alat berat 

dan alat-alat besar yang tidak menggunakan jalan 

umum, tarif pajak ditetapkan sebagai berikut: 

a. penyerahan pertama sebesar 0,75% (nol koma 

tujuh lima persen); dan 

b. penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 

0,075% (nol koma nol tujuh lima persen). 

4. Ketentuan Pasal 23 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 23 

berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 23 

(1) Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 

ditetapkan sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen). 

(2) Dalam hal terjadi perubahan tarif yang dilakukan 
Pemerintah, maka tarif sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) menyesuaikan dengan tarif yang ditetapkan 

oleh Pemerintah. 

5. Ketentuan Pasal 52 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 52 

berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 52 

(1) Pembayaran Pajak dilakukan di kas daerah atau 
tempat lain yang ditunjuk oleh Gubernur yang 
ditentukan dalam SPPT, SKPD, SPTPD, SKPDKB, 

SKPDBT dan STPD. 

(2) Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain 

yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor 
ke kas daerah melalui bendahara penerimaan Badan 

Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka 



 

 

 

Belitung selambat-lambatnya 1x24 jam atau dalam 

waktu yang ditentukan oleh Gubernur. 

(3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan 
menggunakan SSPD. 

 

Pasal II 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan 
penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi 

Kepulauan Bangka Belitung. 

 
Ditetapkan di Pangkalpinang 
pada tanggal 28 Juli 2017          

 

GUBERNUR 
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, 

 
dto 

 
ERZALDI ROSMAN 

 

Diundangkan di Pangkalpinang 
pada tanggal 1 Agustus 2017 

 
SEKRETARIS DAERAH 

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, 
 

dto 

 
YAN MEGAWANDI 

 

 

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 

2017 NOMOR 1 SERI B 

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG: 
(7/117/2017) 

 
Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH 
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, 

 
dto 

 

MASKUPAL BAKRI 
Pembina Tingkat I/IV/b 

NIP. 19630306 198603 1 015 


